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ABSTRAK

Posisi perempuan sebagai muatan KHI menjadi titik tekan dalam studi ini meskipun
sedikit banyak perlu juga menampilkan sisi legal formalnya. Peneliti melihatnya sangat
signifikan karena ada dua unsure dominan yang wacana gender dalam KHI, yaitu agama
(Islam) dan hukum (negara) yang secara implicit meniscayakan muatan ideologis. Disamping
itu KHI juga signifikan untuk dikaji karena menyangkut hal yang mendasar dalam
pemebntukan awal watak individu dalam masyarakat yaitu keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kritis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi sumber dsta primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara induktif.

Konstruksi gender dalam KHI ternyata masih timpang dan bias patriarki . Secara
global kebijakan KHI terhadap perempuan adalah inkonsisten. Di satu sisi KHI berusaha
memperbaiki kedudukan perempuan tapi disisi lain tidak sedikit pula justru masih
merendahkan perempuan. Studi hokum kritis dan teori feminis memandang bahwa hokum
bukanlah hal yang netaral, ia sering hanya menjadi alat dari suatu kepentingan yang dominant
(kekuasaan), sehingga hukum yang diharapkan menjamin keadilan justru menciptakan
ketidakadilan. Dalam kerangka pemekiran seperti itu wacana gender KHI yang bias patriarki
patut dipertanyakan.

Key word: konstruksi gender, kompilasi Hukum Islam
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2. Konsonan Rangkap (Syaddah)

Syaddal) arau ragydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan

dengan scbuah tanda » | dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf

dobel, vaitu huruf vang sama dengan huruf vang diben tanda Syuddul) 1tu.




b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab vang lambangnva berupa gabungan antara
harakat dan hurof, transliterasinya berupa gabungan huruf, yairu
o Fathal + ¥Ya mat ditulis a1
Contoh: et divalis Aidthim
o Faibah + Wawn nmian dinslis an
Contoh: <5 ditulis Tawrasi
c. Vokal Panjang
Vokal panjang dalam bahasa Arab discbut waddal, vaiiu barakar dan
huruf, transliterasinya adalah :
o Futhah + Afifditulis a
Contoh: st ditulis atA4hkarm
e Fathah + Ya’ mati ditulis 2
Contoh: Wy ditulis Idda’a
o Kasrah + Ya’ mati ditulis {
Contoh: (s  ditulis Tabamn:
® Dammab + Wawn mati ditulisu
Conroh: Jdsad  ditulis Use/
5. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisant Arab dilambangkan dengan huruf
ahf dan lam (&' ). Namun dalam transliteras: i1 kata sandang 1tu dibedakan
atas kata sandang yang dukuu oleh huruf syamisyyalb dan kata sandang yang

ditkua oleh huruf gamariyyab.
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e Bila ditkuti oleh huruf gameariyyal dirulis al-.
Contoh: SR ditulis alOnr'an
e Bila dukut olch huruf gumigyalh diulis dengan menggandakan huruf
syamsivyah vang mengikutinva serta menghilangkan huruf lam.
Contoh: Gl ditulis as-Sunnab
6. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya
bertaku bagt hamzah vang reretak di tengah dan di akhir kata saja. Bila
hamzah i terletak di awal kata, maka 1a uwdak dilambangkan, tetap:
ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuval dengan Jarakat
hamzah di awal kata tersebut.
Contoh: <  ditulis a/Ma’
dst diralis Ta'wi/

R ditulis Amr
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

v Dalam  sejarah manusia, perempuan dalam hubungannya dengan laki-
laki sering menempati posisi yang rendah dan tidak adil. Laki-laki selalu
diuntungkan sedangkan perempuan dirugikan, Bagi kelompok yang diuntungkan
kondisi ini merupakan suatu keinginan -yang diharapkan bisa berlangsung lama.
Rupanya keinginan itu terwujud, di mana bentuk dan akibatnya dapat dilihat dan
dirasakan sampai sekarang, yaitu terbungkus dalam ideologi patriarki.” Ideologi
ini begitu canggih untuk bisa diterima oleh masyarakat baik secara sadar atau
tidak, sehingga menjadi budaya yang melekat dan mendarah daging dalam
berbagai struktur sosial kemasyarakatan. Bahkan agama di dunia, termasuk Islam
ternyata juga tidak terlepas dari pengaruh patriarki tersebut, akhimya sulit
membedakan mana agama dan mana budaya.

Pada ahir abad XIX muncul gerakan perempuan dalam frame feminisme
dengan berbagai aliran,? yang semuanya berusaha memperjuangkan kesetaraan
bagi perempuan dengan laki-laki. Berkembangnya feminisme itu dibarengi

oleh modernisme, --dengan industrialisme dan developmentalismenya—yang

Y Istilah patriarki berasal dari kata patriarch yang berarti laki-laki memimpin keluarga,
berkembang menjadi patriarchy yang berarti masyarakat, negara atau lainnya yang dikontrol oleh
laki-laki. Lihat Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, A.S. Hornby, edist 5
(Oxford: Oxford University Press, 1995), him. 849,

D Aliran dalam feminisme itu di antaranya adalah : a) Feminisr.< liberal, b) Feminisme -
radikal, ¢) Feminisme Marxisme dan, d) Feminisme sosial. Libat, Masour Faqih, Menggeser
Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, cet 1 {Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm, 52-78.



menjanjikan pemecahan terhadap berbagai permasalahan sosial,” termasuk
ketimpangan relasi gender.” Modemisme mengganti tatanan sosial lama menjadi
tatanan sosial baru.

Di satu sisi modernisme bisa dikatakan berhasil mewujudkan cita~citanya.
Namun di sisi lain justru menimbulkan banyak permasalahan. Peran baru
perempuan yang bersifat publik ternyata tidak memberi pemecahan terhadap
ketimpangan relasi gender, karena pada kenyataannya justru eksploitatif dan
menindas. Modernisme dengan konsep WID (Women in Development) hanya
menjadikan perempuan sebagai obyek sasaran sistem kerja pembangunan,
merancangnya sebagai alat produksi yang menguntungkan serta meiibatkannya
dalam proses ﬁembangunan, tanpa mempersoalkas. apakah posisi itu berkeadilan
gender atau tidak.> Feminisme diterima tidak lebih hanya sebagai entitas tercela
dan tidak perlu diberi tempat® Jadi modernisme tidak lain inga merupakan
perpanjangan dari patriarki.”

Kalangan feminis selalu merespon permasalaban tersebut. Pada tanggal 5

—13 September 1994 di Kairo diadakan Konferensi Internasional Kependudukan

3 Saiful Arif, Menolak Pembangunanisme (Yogyekarta: Pustaka Peiajar, 2000), him. 1.

® Relasi Gender adalah relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruk sosial,
ketimpangan relasi gender terjadi karena dipahami scbagai relasi seksual yang kodrati Lihat
Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an (Yogyskarta: LKiS,
1999), him. xviii.

% Saiful Arif, Menolak., Wim. 154 -155.

© Ruhaini Dzuhayatin, “Gender dalam Perspektif Islam”, dalam Mansour Fakih (ed.),
Membincang Feminisme: Diskursus Cerder Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),
him. 235, ,

" Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Pei;'spekfz_'f Al-Qur'an (Jakaria:
Paramadina, 2000), him. 87.



dan Pembangunan. Kemudian pada tanggal 4 —15 September 1995 di Be_ijing
diadakan Konferensi Wanita IV sedunia. Keduanya di antaranya menyimpulkan
bahwa sebagian ajaran agama (termasul'( Islam) dianggap melanggengkan
ketidakadilan terhadap perempuan, terutama dalam peraturan keluarganya.®

Kesimpulan itu ada benarnya karena secara empiris yang menentang
feminisme di antaranya adalah kalangan “agamawan”. Namun pada dasarnya
pertentangan itu tidaklah hanya dilakukan oleh kalangan “agamawan” belaka,
akan tetapi secara global dilakukan oleh banyak pihak yang diuntungkan dengan
adanya ideologi patriarki. Jadi seiring dengan lahimya feminisme, abad XIX
menurut Nanci Florida juga merupakan ajang sex wars, karena pada saat yang
sama ypaya untuk menjadikan teknologi gender sebagai alat pembakuan peran
domestik bagi perempuanpun semakin canggih.”

Lalu mengapa kalangan “agamawan” menentang feminisme ? Menurut
Arkoun dalam pemikiran manusia terjadi peralihan dari kalam kenabian ke
wacana akademis (pengajaran). Kalam kenabian itu terbuka sementara wacana
akademis cenderung membekukan makna dalam penafsiran lalu menolak yang
lain. Peralihan yang hanya diulangi dan tidak dipikirkan secara mendalam tersebut
sering menjadi pengabsah suatu kelompok dan kondisi sosio-historis tertentu.
Qur’an yang merupakan korpus tertutup dan terbuka berubah menjadi wacana

yang resmi dan tertutup, kemudian terjadilah pemitologian terhadap teks-teks

¥ M. Hidayat Nur Wahid, “Kajian atas Kajian DR. Fatima Mernissi tentang Hadits
Misogini”, dalam Mansour Fakih (ed.), Membincang Feminisme., him. 3.

%) Nanci Florida, “Sex Wars Writing Gender Relation in Nineteenth Century Java”, dalam
Laurie J. Sears (ed.), Fantasizing The Feminine in Indonesia (London: Duke University Press,
1996), him. 207- 224.



agama. Singkatnya teks-teks agama terperangkap dalam pengideologian dan
pemitologian'® atau terkungkung dalam logosentrisme.'” Oleh karena itu apa
yang secara tekstual tidak sesuai dengan teks agama dianggap bertentangan
dengan agama dan kebera yapun‘ arus ditentang, demikian halnya yang
terjadi dengan feminisme.

Berarti agama mempunyai masalah dengan feminisme.'? Agama dianggap
sebagai kaki tangan patriarki karena melanggengkan ketidakadilan terhadap
perempuan. Sebagai reaksinya, di antaranya muncul sikap yang berupaya untuk
mengkaji kembali teks-teks agama secara komprehensif setidaknya untuk menepis
anggapan tersebut, mengurangi dan bahkan menghilangkan ketidakadilan gender
tersebut dalam tradisi keagamaan, sehingga dapat sesuai dengan hakikat agama.

Fenomena kekinian dalam konteks Indonesia adalah munculnya KHI
(Kompilasi Hukum Islam), yaitu konstruk hukum Islam modern yang di antaranya

mengatur tentang posisi perempuan dalam keluarga. KHI menurut Abdurrahman

19 Arkoun membedakan pengideologian dengan pengidean. Pengideologian adalah
penggunaan sejumlah gagasan terbatas yang disederhanakan untuk mengarahkan keluatan sosial
memyju tindakan tertentu, sedangkan pengidean adalah upaya untuk membuka, memperbarui dan
memperkaya gagasan yang tersedia di dalam suatu sistem pemikiran, Kemudian tentang
pemitologian Arkoun membedakannya dengan pemitosan. Pemitologian adalah penegasan
berbagai kepercayaan dan gambaran yang menggerakkan kelompok besar dibalik selubung ilmiah
dan rasional, sedangkan pemitosan adalah pengungkapan keadaan-keadaan yang membatasi diri
manugsia seperti; mati, kehidupan, cinta secara simbolis. Lihat Johan Meuleman (ed.), “Sumbangan
dan Batas Semiotika dalam Ilmu Agama: Studi tentang Pemikiran Mohammad Arkoun™, dalam
Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Muhammad Arkoun
(Yogyakarta: LKiS, 1996), him. 51-52.

'Y Arkoun menekankan logosentrisme pada kecenderungan manusia membicarakan yang
dianggap scbagai kenyataan dengan mengulang-ulangi teks, mengatakan kenyataan secara
mensistematisir dan membakukannya. Moh. Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai
Tantangan dan Jalan Baru, alih bahasa Rahayu S. Fidayat (Jakarta: INIS, 1999), him. 23.

D Syu'bah Asa, ‘Perempuan Di Dalam dan Di Luar Figh”, dalam Mansour Fakih (ed)),
" Membincang Feminisme., hlm, 102,



tidaklah bersifat final atau tertutup, melainkan terbuka karena masih memerlukan
penyempuraaan.'® Dengan demikian maka pembahasannya adalah keharusan.
KHI dalam bahasa Atho’ Mudzhar merupakan gejala sosial dan budaya
modern.'” KHI menjadi unik karena sebagai produk di era modern ternyata masih
mengambil produk-produk figh klasik sebagai rujukan,' schingga adanya bias
gender dalam pembakuan teks-teks itu sangat dikhawatirkan adanya,'® --selain
dari adanya pengaruh budaya modern itu sendiri yang juga masih bias gender.
Secara jelas pasal-pasal KHI menyebutkan sikapnya terhadap perempuan
sebagai berikut; pasal 12 ayat 1 menyatakan, “peminangan dapat dilakukan
terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau terhadap janda yang telah
habis masa iddahnya”. Pasal 19 menvebutkan, “wali nikah dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang
bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 25 menyebutkan, “yang dapat ditunjuk
menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim adil, akil, baligh,
tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 55 — 59 yang
mengisyaratkan akan kebolehan poligami —meskipun dengan syarat-syarat
tertentu. Kemudian pasal 78 ayat 1 dan pasal 79 ayat 1 menyebutkan hal yang

sama, “suarni adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Kemudian pasal

13) Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jekarta: Akademika Pressindo,
1992), him. 6. :

9 Atho* Mudzhar, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi”, disampaikan
sebagai naskah pidato pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiclogi Hukum, IAIN Sunzn
Kalijaga, Yogyakarta, 15 September 1999, him. 4-5.

1%} Ada 38 kitab figh yang menjadi rujukan KHI. Secara rinci dibahas dalam bab I dari
skripsi ini.

') Nasaruddin Umar, Argumen., him. 290-299.



176 menyatakan “... apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki adalah
dua berbanding satu dengan anak perempuan™ Pada perscalan tersebut
penyusunan skripsi imi akan difckuskan, tanpa menafikan adanya pasal-pasal lain
dalam KHI yang senada dengan pasal-pasal di atas namun tidak menjadi fokus
kajian dalam penelitian ini. Menurut penyusun, pasal-pasal tersebut di atas secara
eksplisit maupun implisit dalam perspektif gender akan menjadi bahan koreksi
bagi KHI sendiri yang melegitimasikan dirinya “telah berusaha memperjuangkan
perempuan” sebagai bentuk rekontruksi figh perempuan Indonesia. Setidaknya
dengan mengkaji pasal-pasal tersebut akan diketahui apakah hal tersebut sebuah
realitas ataukah sekedar wacana yang mengandung muatan ideologis tertentu.

Dari segi posisinya dalam tztanan hukum nasional, KHI merupakan hukum
Islam legal-formal karena tertuang dalam Inpres No.1 Tahun 1991. Artinya KHI
merupakan produk negara —Orde Baru. Menurut Mch. Mahfud MD. karakter
suatu hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang
melahirkannya, artinya konfigurasi politik suatu kelompok dominan (penguasa)
selatu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.'”
Dengan demikian dari sisi legal-formal dan subtansi-materiilnya, KHI tidakiah
lepas dari persoalan itu.

Posisi perempuan sebagai muatan materiil KHI menjadi titik tekan dalam
studi ini meskipun sedikit banyak perlu juga menampilkan sisi legal formalnya.

Penyusun melihatnya sangat signifikan karena ada dua unsur dominan yang

' Moh. Mahfud MD, “Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Era Orde Baru dan Orde
Lama” dalam hamami Zada dan Idy Muzayyad (ed.), Wacana Poltik Hulkum Dan Demokrasi
Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 29,



membentuk wacana gender dalam KHI, yaitu agama (Islam) dan hukum (negara) _ /
yang secara implisit meniscayakan muatan ideologis.

Di samping itu KHI juga signifikan untuk dikaji karena menyangkut hal
yang mendasar dalam pembentukan awal watak individu dalam masyarakat, yaitu
keluarga. Karena sebagaimana pendapat Gerda Lemner yang dikutip Kamla Bhasin
keluarga di sini memegang peranan penting dalam menentukan sitem hirarkis dan
tatanan kemasyarakatan.‘s) Mitos-mitos. peran perempuan dalam keluarga akan
sangat berpengaruh terhadap peran selanjutnya dalam struktur sosial
kemasyarakatan, dalam dunia politik, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum dan
lain sebagainya. Lebih-lebih kemudian mitos-mitos itu dibakukan dan

dilegitimasikan oleh “agama” dan hukum negara.

B. Pckok Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan

beberapa pokok permasalahan :

1. Bagaimana konstruksi gender dalam KHI ?

2. Bagaimana faktor metodologis dan ideologis mempengaruhi konstruksi tersebut ?

C. Tujuzan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Mendeskripsikan wacana gender yang dikembangkan KHI secara mendalam.

' Kamla Bhasin, Meng igar Patriarki: Pengemiar Tentang Dominasi ferhadap
Perempuian (Yogyakarta: Bentang, 1996), him. 11.
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Menganalisis lebih lanjut wacana gender tersebut sehingga diketahui faktor
faktor yang membangunnya untuk kemudian diketahui pula kecenderungan
maksud dan makna yang dikehendaki KHI.

Kegunaan penelitian :

. Menambah khasanah kepustakaan pemikiran Islam kaitannya dengan

permasalahan perempuan kotemporer.

Menjadi salah satu rekomendasi terhadap upaya penghapusan segala tradisi
yang bias gender dan perumusan kembali konsep-konsep yang tidak bias
gender sebagai tindak lanjut yang mesti diupayakan karena sampai saat ini

masih dirasakan banyaknya ketimpangan gender.

. Membuktikan secara iimiah bahwa agama berbeda dengan tradisi karena

betul-betul memegang prinsip kesetaraan gender. Adanya pembakuan teks-
teks agama telah menimbulkan percepsi negatif terhadap agama bahwa
agamalah yang melegitimasi ketidakadilan gender. Tulisan ini merupakan
studi yang memusatkan pada teks-teks agama tersebut.

Mengoreksi kebijakan Negara Indonesia terhadap agama dan perempuan.
Karena selain sebagai nilai universal Islam, penegakan kesetaraan gender juga

telah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Perempuan dan agama merupakan permasalahan klasik yang sampai saat

ini mash menjadi perbincangan di aniara pemikir muslim. Karena permasalahan

itu tidak kunjung selesai bahkan jutru “meruncing”. Oleh karena itu telah banyak



ditemui tulisan-tulisan pemikir muslim yang memperbincangkan perempuan dari
berbagai disiplin keilmuan. Tulisan-tulisan itu menurui Johan Effendy berkisar
pada kerangka pemikiran yang ;tyerkajtan dengan figh, dan masih pada tataran
apologis.'”

Pembahasan dalam kerangka pemikiran figh ifu bisa diterima. Namun
kalau hanya sekedar apologi dalam merespon fenomena kekinian sepertinya tidak
bisa sepenuhnya, karena telah banyak di antara pemikir Isiam yang mengkaji
keterkaitan antara Islam dan perempuan itu secara komprehensif. Di antaranya
Nasaruddin Umar dengan karyanya berjudul Argumen Kesetaraan Gender
Perspektif Al Qur'an’® Nasaruddin dalam buku ini memberi pemahaman ke arah
rekontruksi dan reformvlasi figh perspektif gender dalam discourse Islam
kontemporer, yaitu dengan memahami ayat-ayat gender dengan menggunakan
metode komprehensif dengan memadukan metode tafsir kontemporer dan metode
ilmu-ilmu sosial.

Karya lainnya adalah Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al
Qur’an oleh Zaitunah Subhan. Dalam buku ini Zaitunah dengan perpektif mufasir
Indonesia, mufasir klasik dan feminis muslim mengkaji kembali praktek
kemitrasejajaran antara laki-iaki dan perempuan dalam pandangan Jslam 2V

Ketiga tulisan di atas meskipun tidak meninggalkan aspek figh, akan tetapi

19 Johan Effendy, “Kata Pengantar”, dalam Ashgar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan
dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2 (Yogyakarta: 1L.SPPA,
2000), him. viii-ix.

. *® Nasaruddin Umar, Argumen.

) Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian.
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yang lebih ditekankan adalah pada metode-metode dalam kajian Islam dan
perempuan, sementara aspek figh —yang bersifat teknis-- yang banyak tidak
sesuai dengan kondisi kekinian kurang ditekankan. Adapun buku yang mengkaji
aspek figh dan permasalahan perempuan kekinian dengan berbagai metode
pendekatan di antaranya adalah buku karya Masdar F. Mas’udi yang berjudul
Islam dan Hak-hak Reproduksi Figh Perempuan: Dialog Figh Pemberdayaan.*®
Masdar dalam buku im menawarkan interprestasi baru tentang hak-hak
perempuan dalam keluarga sebagai fenomena kongh-it dalam masyarakat Islam
dengan berpijak pada prinsip keadilan. Di antaranya adalah hak memilih
pasangan, hak menerima dan menolak hubungan seksual, hak untuk terpelihara
dan kekerasan dan hak-hak lainnya.

Masdar F. Mas’udi dalam tulisannya yang lain, adalab "Perempuan di
antara Lembaran Kitab Kuning” dalam buku Wanita Islam Indonesia dalam
Kajian Tekstual dan Kontekstual ™ Masdar dalam Kkarya ini menganalisa posisi
perempuan yang serba tidak menguntungkan, di antaranya perempuan makhluk
domestik, separoh harga laki-laki dan sebagai obyek.

Buku yang lain lagi adalah karya Asghar Ali Engineer The Rights of
Women in Islam*® Dalam buku ini Asghar menawarkan pembaharuan hukum

keluarga yang menyangkut tentang perkawinan, perceraian, pembagian nafkah

) Masdar F. Mas’udi, Islam den Hak-hak Reproduksi Figh Perempuan: Dialog Figh
Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 1997).

#) Masdar F. Mas'udi, “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning”, dalam Johan
Hendrik Meuleman dan lies M. Marcoes Natsir (ed.), Wanita Islam Indonesia dalam Kajiom
Tekstual dan Kontekstual (Jakarta: INIS, 1993).

9 Ashgar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan.
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dan lain-lainnya, agar lebih pada nuansa kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan.

Sebagaimana tampak dan uraian di atas buku-buku dan karya-karya tulis
tersebut, semuanya sedikit banyak telah membahas permasalahan Islam dan
perempuan dalam keluarga dari berbagai konteks kemasyarakatan. Namun yang
membahas tentang perempuan dalam keluarga dari konfeks Islam keindonesiaan
sepertinya masih sedikit, di antaranya tulisan Khoi;'uddjn Nasution yang berjudul
“Konstruksi Figh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modem: Studi Kasus
atas Proses Percerairan antara Suami dan Istri” dalam buku Rekonstruksi Figh
Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern™ Dalam tulisan ini
Khoiruddin menandaskan proses talak yang tidak menindas kaum perempuan dan
mengkritik ulama-ulama klasik yang menjadikan perempuan sebagai obyek
perceraian.

Adapun tentang perempuan kaitannya dengan KHI sebagai cerminan
hukum Islam modern di Indonesia, menurut penyusun belum ada yang membahas
secara mendalam. Kalaupun ada bahasan itu belumlah menyeluruh, di antaranya
skripsi berjudul “Konsep Fasakh Nikah Mepurut Imam Syafi’i dan Kompilasi
Hukum Islam Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Dewasa Ini” karya

Aminah.*® Di dalamnya Aminah meninjau kembali konsep tentang fasakh nikah

) Khoiruddin Nasution, “Konstruksi Figh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia
Modern: Studi Kasus atas Proses Perceraian antare Suami dan Isti”, dalam M. Hajar Dewantoro
dan Asmawi (ed), Rekonstruksi Figh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern
(Yogyakarta: Ababil, 1996), him. 99-114.

® Wiwin Siti Aminah, “Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam Syafi’i dan Kompilasi
Hukum Istam: Relevansinya dengan kepentingan Hukem Masyarskat Dewasa Ini”, skripsi tidak
diterbitkan, Yogyakarta: JAIN Sunan Kalijaga, 1999,
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KHI dengan perspektif gender.

Kemudian skripsi yang berjudul “Islam dan Problematika Ketimpangan
Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga: Studi Pengalaman Rifka Annisa Women
Crisis Center (WCC) Yogyakarta” karya Anis Hamim.?” Di dalamnya Anis
Hamim menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam keluarga dalam tataran
empiris maupun normatif masih banyak menimbulkan ketimpangan gender. Dari
sisi normatif sedikit banyak ia menyinggung tentang pembagian peran suami istri
| dalam KHI yang menurutnya menguatkan ketimpangan gender dalam tataran
€mpiris.

Sementara itu Busthanul Arifin dalam karyanya yang berjudul
“Kedudukan Wanita Islam dalam Hukum di Indonesia™ dalam buku Wanita Islam
Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual juga membahas posisi
perempuan dalam hukum-hukum keluarga termasuk KHI,™ akan tetapi bahasan
itu masih merupakan bahasan permulaan yang memerlukan kelanjutan.

Oleh karena itu dalam hal ini, penyusun mencoba membahas bagaimana
scbenamya kebijakan KHI terhadap perempuan, yang itu merupakan bentuk
wacana gender yang memang dimaksud KHI secara menyeluruh,tentunya dengan
mencoba menampilkan berbagai pasalnya yang menyentuh terhadap permasalahan
perempuan —terutama yang tersebut dalam latar belakang masalah di atas--

berikut berbagai faktor yang mempengaruhinya. Karena yang demikian menurut

*» Anis Hamim, “Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah
Tangga: Studi Pengalaman Rifka Annisa Women's Crisis Center (WCC) Yogyakarta”, skripsi
tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999,

%) Bustanul Arifin, “Kedudukan Wanita Islam dalam Hukum di Indonesia”, dalam Johan
Hendrik Meuleman dan Lies M. Marcoes Natsir (ed.), Wanita Islam.
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penyusun belum ada yang membahas.

E. Kerangka Teoretik

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan
di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di
dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam
masyarakat.” Perubahan sosial itu merupakan hal yang normal mengikuti sesuatu
yang dominan dan berpengaruh dalam suatu masyarakat.

Dewasa ini ada beberapa hal yang dominan dalam masyarakat kita yaitu
meodernisasi. Semua itu telah menciptakan suatu perubahan sosial, menggeser
tatanan sosial lama menggantinya dengan tatanan sosial yang baru. Termasuk
adanya tuntutan peran baru terhadap perempuan dari sektor domestik kepada
sektor publik.

Agama yang oleh Atho’ Mudhzar disebut sebagai gejala sosial dan
budaya, tentunya tidak bisa teriepas dari pengarin-pengaruh modernisasi tersebut.
Sehingga dalam pemikiran keislaman kekinian muncul konsep-konsep baru
seperti reaktualisasi, dekontruksi, kontekstualisasi yang pada hakikatnya
merupakan respon terhadap berbagai keadaan kekinian yang begitu banyak
perubahan, yang secara singkat memerlukan pembaharuan. |

Dalam konteks Indonesia muncul KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai

bentuk pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam. Sebagai hukum yang

 Soerjono Sukanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm.
89.
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merupakan persinggungan antara agama dan budaya kekinian KHI memberi
bentuk pembaharuan yang khas. Di satu sisi ia berisi tentang hal-hal yang baru,
tetapi di sisi lain ia tidak bisa meninggalkan produk-produk figh klasik.

Keadaan yang demikian adalah wajar, sebagai bentuk hukum Islam yang
plural dan dinamis, karena selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan
dalam berbagai kead.aan. Karena menurut asy-Syatibi maslahat merupakan
sesuatu yang harus selalu diupayakan-sebagai tujuan syanat (magasidus Asy-
syari'ah).>® Untuk bisa mewujudkan semua itu maka menurut Syah Waliyullah
prinsip-prinsip universal Islam harus selalu dipegang.®” Karena nilai universal
itulah yang bisa mengatasi ruang dan waktu.*?

Dihubungkan dengan fenomena perempuan maka nilai Islam universal
yang membawa kemaslahatan bagi perempuan adalah prinsip kesetaran dan
keadilan gender. Hal ini karena sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu
ditempatkan pada posisi yang tidak adil dalam hubungannya dengan laki-laki.
Begitu lamanya ketidakadilan itu melekat pada perempuan ahirnya menjadi
sesuatu yang dianggap kodrati {given). Dengan demikian sangatlah relevan dan
urgen untuk memandang permasalahan itu dari sudut keadilan gender —yang
merupakan bagian dari nilai-nilai Islam.

Dalam berbagai disiplin ilmu mulai bermunculan teor-teori yang

*® Yudian W. Aswin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya: Al Tkhias,
1995), hlm, 229.

3 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan
{Jakarta: Bulan Bintang, 1975), him. 22.

3 Masdar F. Mas"udi, Islam dan Hak-hak., hlm. 29.
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merespon fenomena perempuan tersebut —sebagai bagian dari perubahan sosial,
di antaranya adalah dikenal teori-teori sosial yang berusaha menganalisa berbagai
faktor (dominan) yang mempengaruhinya > Salah satunya adalah teori gender.

Gender merupakan atribut yang dilekatkan secara sosial maupun kultural
baik pada laki-laki maupun perempuan.*® Gender bukan merupakan kodrat, akan
tetapi merupakan kontruksi sosial, budaya, agama dan ideologi tertentu yang
mengenal batas urang dan waktu, sehingga gender sangat tergantung pada nilai-
nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi. Dengan demikian
gender antar berbagai macam masyarakat adalah berbeda.

Perbedaan gender (gender differences) sebenarnya tidak masalah ketika
tidak inenimbulken ketidakadilan (gender inequality). Namun kenyataannya
adalah lain, perbedaan gender yamg disebabkan oleh perbedaan seks (sex
differences) temyata menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.*®

Oleh karena itu untuk melakukan analisis dalam memahami ketidakadilan
yang menimpa kaum perempuan terlebih dulu diperlukan adanya pemahaman atas
perbedaan antara konsep jenis kelamin (sex) dan konsep gender.’® Seks adalah
jents kelamin yang ditentukan oleh Tuhan (bersifat kodrati). Seks digunakan
untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut anatomi

biologi. Studi seks menekankankan aspek biologis dan komposisi kimia datam

33) Mansour Faqih, Menggeser., hlm. 28-49.
* Ibid., him. 8-9.
3 Ibid | hlm. 11-12.

) Ibid., hlm. 34
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tubuh laki-laki dan perempuan. Istilah seks biasanya digunakan pada persoalan
reproduksi dan aktifitas seksual >” Jadi Gender—sebagaimana sudah diterangkan~
jelas berbeda dengan seks.

Melalui analisis gender bisa banyak ditemukan berbagai manifestasi
ketidakadilan terhadap perempuanm’> di antaranya adalah marginalisasi,
subordinasi, pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence), dan beban kerja
yang belebihan (double burden).

Semua manifestasi tersebut lama melekat dalam masyarakat, dipercaya
sebagai kodrat dan lambat laun menjadi sistem dan struktur yang harus
dipertahankan, sehingga sangat berpengaruh dan mempengaruhi terhadap
berbagai aspek kehidupan masyarakat di antaranya adalah agama -yang
seharusnya disadan dari tafsirannya yang bersifat sosio-historis, bukan dari agama
yang sesungguhnya.

Islam sebagai saiah satu agama membawa nilai yang konsisten terhadap
nilai kesetaraan gender. Banyak avat vang secara eksplisit mengandung nilai-nilai
tersebut, di antaranya :

1) Laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama di hari
pembalasan.
) PREARY 3Holsols ijLdr:Lc jlu-*“ }( L—---'g 3,

2) Laki-laki dan perempuan diciptakan dari entitas yang sama (rafsun wahidah).

3 Ibid., him. 8-10. Libat juga Nasaruddin Umar, Argumen., hlm. 35-36.

38 Mansour Fakih, Menggeser., him. 12.

3 Al-An‘am (6) : 164. Kemudian ayat yang senada dengan hel ini adalah; Al-Mu’min
{40): 17 dan Al-Mudatsir (74): 78.
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40) ',L&JMSL,OL.L_,@J
3) Kemuliaan laki-laki dan perempuan sama yaitu dilihat dari prestasinya.

41) . LY“""U"'K;A'@"‘[S'.;SU» . J--LCJ..;Q . 'blj_ﬂ

4) Sebagai suami dan istri mempunyai kedudukan yang sederajat.

» SUPICL 1 i SEBVUUAR! VAT JUUNICL 11 v SO JsH

Nasaruddin Umar menyebutkan beberapa variabel kesetaraan gender di
antara ayat-ayat al-Qur’an. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba,
sama-sama sebagai khalifah di bumi, sama-sama menerima perjanjian primordial,
Adam dan Hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmos, serta laki-
laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi.*” Di samping
itu dari segi penciptaaan menurut Murtadha laki-laki dan peremouan diciptakan
dari esensi dan sifat yang sama_*¥
Di samping ayat-ayat di atas, banyak juga ayat-ayat lain yang harus

dipahami secara kontekstual —untuk mengindarkan kesalahpahaman— karena

‘) An-Nisa’ (4): 1. Maulana Muhammad Al menafsickan nafsin wahidah sebagai
pemyataan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama. Libat Mauvlana Muhammad Ali, Qur'an
Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir, alih bahasa Bachrun (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah,
1979), him. 237. Pendapat ini didukung oleh mufasir mutakhir seperti Muh. Abduh dan muridnya
Al-Qasirn, lihat Muhammad Rasyid Rida, Tafsir Al-Manar (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1957),
IV- 323. Lihat juga Mubammad Jamal al-Din Al-Qasimi, Makasin al-Ta ‘wil (Kairo: Dar Thya’ al-
Kutub al-‘ Arabiyyah, t.t.), V: 1094,

D Ali'Imran (3): 195. Lihat juga An-Nahl (16): 97. dan Al-Hujarat (49): 14.
“D An-Nisa’ (4): 32, 35.
) Nasaruddin Umar, Argumen., him. 247-265.

* Murtadha Muthahari, Hak-hak Wanita dalam Islam, alih bahasa oleh M. Hashem, cet.
3 (Jakarta: Lentera, 1997), him. 75,
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menurut Ali Asghar Engineer ayat-ayat ini bukanlah pernyataan normatif yang
bisa berlaku sepanjang masa.'” Menurut Mahmoud Muh.Thaha ayat-ayat ini
merupakan strategi tasyri’ dalam masa transisi dari sisitem yang totaliter, tidak
adil kepada sistern yang demokratik dan adil gender.*® Ayat-ayat tersebut adalah :
1) Laki-laki adalah pemimpin perempuan

intle 5 jams de pbiam aln Jad Laelcdide o pinl 53 Jla )

2 et Lpal g
2) Persaksian perempuan dihargai setengah dari laki-laki

® gl e pia S 20

»  Perempuan hanya mendapat setengah bagian warisan dari laki-laki

) s yin Salls Loy e, 3,015 KoLy

5) Laki-laki boleh beristri lebih dari satu

sl e,y ediy Gieluili e oIl e s

) Ashgar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan., him. 62.

%) Mahmoud Muhammad Thaha, Syari'ah Demokratik: The Second Message of Islam
{(Surabaya: elSAD, 1996), him. 203.

“D An-Nisa’ (4): 34. Sabab al-nuzul ayat ini adalah sebagai tanggapan kasus Sa’ad ibn
Abi Rabi’ yang memukul istrinya Habibah binti Zaid, kemudian diadukan kepada Nabi, lalu Nabi
menjawab “gisas !”. Sebelum gisds dilakukan tiba-tiba turun ayat ini dan gisas tidak jadi
dilakukan, Lihat Abi al-Fida’® ‘Ismail Tbnu Kasir, Tafsir Ibn Kadir, (Beirut: Dar al-Andaliisi,
1966), I: 492. Kebanyskan ulama klasik mengartikan gawwam dengan penguasa dan alri!
dengan arti jenis kelamin laki-laki. Nasaruddin Umar mengartikan al-rijal dengan gender laki-
laki, dalam hal ini perempuan bisa disebut rijal. Lihat Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan.,
him. 144-145.

) Al-Bagarsh (2): 282. Moh. Assad sebagaimana dikutip Asghar Ali Engineer

menegaskan bahwa kondisi saat itu laki-laki lebih akrab dalam bisnis dari pada perempuan, lihat
Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan., hlm. 87. Merujuk dari Mohammad Assad, The

Message of the Qur’an, catatan kaki no. 272, him. 63. Kebanyakan mufasir klasik menjelaskan
karena perempuan lemah secara intelektual.

% An-Nisa’ (4): 176.
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50)

5 sty 1) aan N
Dari semua itu maka ayat-ayat tersebut dapat digolongkan atas qa{;f'_dan
zanni. Teks- teks Qur'an yang mengungkap prinsip kesetaraan gender secara
eksplisit di atas dikategorikan sebagai ras gat ‘i yaitu mempunyai arti mutlak dan
tidak lebih dari satu kata>” Teks-teks ini jumlahnya terbatas, memuat suatu hal
yang prinsipil dan bercorak demokratik egaliterianisme.” Sedangkan yang
sebaliknya disebut nas zanni, untuk menangkap prinsip-prinsip universal di
dalamnya haruslah dipahami secara kontekstual.

Dengan begitu tidak diragukan lagi bahwa Islam memegang nilai
kesetaraan gender. Tidaklah bijaksana melihat Islam masa lalu dengan perspektif
kekinian karena akan memungkinkan terjadinya reduksi. Dalam perespektif masa
lalu Islam sangat radikal dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan karena
berangkat dari sebuah budaya yang betul-betul merendahkan perempuan. Kasus
pemberian waris bagi perempuan, pembatasan poligami merupakan sampel
pendekatan evolutif Islam dalam memperjuangkan keadilan perempuan.®®

Berangkat dari semua uraian di atas analisis gender --tanpa meninggalkan
teori sosial lainnya-—merupakan teori yang tepat untuk sebﬁah penelitian terhadap

berbagai konstruk sosial yang memungkinkan adanya bias gender. KHI sebagai

39 An-Nisa’ (4): 3.
3D Muhammad Hudari Bek, Usii Figh (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), him. 259.

) Abdullahi Ahmad An Naim, Dekontruksi Syariah, alih bahasa Ahmad Susedy dan
Amiruddin Asrani (Yogyekarta: LXiS, 1996), him. IX.

53 Masdar F. Mas’udi, “Reimerprestasi Ajaran Islam Tentang Perempuan”, dalam Lily
Zakiyah Munir {(ed.), Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Pembafun dalmn Perspektif Islam
(Bandung : Mizan, 1999), him. 29.
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teks agama merupakan konstruk sosial. Sebagai konstruk sosial KHI dengan
analisis gender bisa diketahui bagaimana kebijakannya terhadap perempuan, dan
faktor dominan apa yang mempengaruhinya. Selanjutnya bisa ditarik jarak yang
memisahkan antara agama (Islam) sebagai tradisi dengan agama (Islam) yang

sebenamya —terutama dinilai dani kebijakannya terhadap perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan
(library research). Maka tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data

secara literer yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan

obyek bahasan.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara obyektif data
yang akan dikaji tentang bagaimana posisi perempuan dalam KHI. Kemudian
menganalisanya dengan perspektif gender.

3. Pendekatan
Studi ini menggunakan pendekatan kritis yaitu penelitian mengenai dasar dan
batas pemikiran atau mengenai syarat-syarat kesahihan pemikiran tertentu.>®
Pendekatan ini berupaya untuk mengeksplorasi kemungkinan adanya faktor

metodologis dan ideologis yang melatarbelakangi KHI.

) Johan Hendrik Meuleman, “Kata Pengantar”, dalam Moh. Arkoun, Nalar Islami., hlm.
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4, Sumber Data
Sumber data yang penyusun gunakan terdiri dari dua kategori :
a. Data Primer, yaitu buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama
peraturan yang menyangkut perempuan.
b. Data skunder, yaitu beberapa tulisan yang terkait dengan pembahasan
perempuan dan hukum Islam —utamanya di Indonesia masa Orde Baru.
~ 5. Analisa Data
Data yang terkumpul dianalisis secara induktif, yaitu dengan data-data yang
bersifat khusus diperoleh kesimpulan secara umum. Penerapan dalam
penelitian ini di antaranya melalui pengumpulan pasal-pasal dalam KHI

kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Secara global skripsi ini terbagi dalam lima pembahasan yang saling
berkaitan. Bab pertama, Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, peramusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penyusun menggambarkan situasi wacana Islam
pada masa orde baru yang merupakan masa dikeluarkannya KHI, dengan terlebih
dulu mengungkap wacana Orde Baru sendiri terutama pada politik hukumnya. Hal
ini dilakukan untuk melihat historisitas wacana berikutnya dalam hal ini wacana

dalam KHI termasuk wacana gendemya.

Bab ketiga, pada bab ini penyusun melihat KHI dari struktur internal yang
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membeniuknya. Bab int mengkonsentrasikan pada wacana gender yang dibangun
KHI dengan menampilkan pasal-pasalnya, dan mengungkap aspek-aspek vang
terabaikan ketika mengokohkan wacana gend;r tersebut.

Kemudian bab keempat, penyusun melakukan analisa secara menyeluruh.
Aspek luar dan dalam darn wacana gender KHI akan dibahas secara terkait,
sehingga bisa mempertajam dan menemukan sist-sisi (metodologis dan ideologis)
yang belum terungkap dalam bab-bab sebelumnya.

Terakhir bab kelima, penyusun memaparkan kesimpulan dan saran-saran

yang diambil dari pembahasan.
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PENUTUP

A. Kesimpuian

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi gender dalam KHI ternyata masib timpang don bias patriarki.

Secara global kebijakan KHI terhadap perempuan adalah inkonsisten. Di satu

sisi KHI berusaha memperl‘rjaiki kedudukan perempuan tapi di sisi lain tidak

sedikit pula yang justru masih merendahkan perempuan. Sisi perbaikan

kedudukan perempuan dalam KHI dapat dilihat sebagai berikut:

a.

b.

Pasal 79 KHI yvang menempatkan kedudukan istn seimbang dengan suami.
Pasal 96 dan 97 KHI merumuskan adanya harta bersama vang sebelumnya
tidak dikenal dalam figh-figh klasik sekaligus perubahan pembagian dari
hukum adat vang membagi “sepikul segendong” kepada pembagian
separoh harta bagi masing-masing suami istn bila terjadi perceraian
(karena hidup atau mati).

Pasal 129-148 KHI tentang perceraian di mana istri juga mempunyai hak
pengajuan sebagaimana suami, sementara keputusan akhir tentang
perceraian fidaklah sepihak karena dalam hal im peradilan agamalah yang
sangat menentukan.

Pasal 183 KHI tentang kewarisan adanya kemungkinan dibukanya jalan
pembagian yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 55-59 KHI tentang upaya penyempitan pelaksanaan poligama.
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'_Sementara sisi yang bias gender adalah sebagai berikut :

a. Pasal 12 ayat 1 KHI tentang peminangan,menyatakan: “Peminangan dapat
dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap
janda yang telah habis masa iddahnya”.

b. Pasal 19 tentang perwalian dalam nikah, menyatakan: “wali nikah dalam
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai
wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

c. Pasal 25 KHI tentang kesak;ian dalam nikah menyatakan: “Yang dapat
ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim,
adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.

d. Pasal 78 dan 79 KHI tentang peran, menyatakan: “suami adalah kepala
rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga”.

e. Pasal 176 tentang pembagian harta waris, menyatakan: “anak perempuan
bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih
mereka bersamna-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak
perempuan bersama-sama anak laki-laki adalah dua berbanding satu
dengan anak perempuan”.

2. Studi hukum kritis dan teori feminis memandang bahwa hukum bukanlah hal
7 ;rang‘ netral, ia sering hanya menjadi alat dari suatu kepentingan yang dominan

(kekuasaan), sehingga hukum yang diharapkan menjamin keadilan justru

menciptakan ketidakadilan. Dalam kerangka pemikiran seperti itu wacana

gender KHI yang bias patriarki patut dipertanyakan. KHI lahir di bawah rezim

yang dikenal otoriter dan dominan yaitu Orde Baru yang bertujuan
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menciptakan pembangunan ekonomi yang meniscayakan sebuah kestabilan
nasional. Akan tetapi upaya mewujudkan tujuan itu diwarnai adanya
konfrontasi (ideologis) berbagai kelompok Islam (baik modernis maupun
tradisional) terhadap negara. Oleh karena itu Orde Baru melakukan praktek
hegemoni dan “akomodasi” terhadap berbagai ideologi dan budaya (dominan)
termasuk Islam. Kondisi tarik menarik kepentingan (ideologis) itu menjadjr
latar belakang terbentuknya KHI, sehingga dari hal tersebut wajar jika
kemudian KHI inkonsisten dalam memperbaiki kedudukan perempuan. Yang
menarik, praktek hegemoni terlihat kentara dalam KHI, karena yang
berkembang hanya satu wacana sehingga memarginalkan wacana lainnya -
yang itu juga nyata dalam KHl. Metodologi historis berkemb'ang
menutupi metodologi yang masih terjebak pada makna literer. Metode
kompromi yang meniscayakan pembaharuan hukum - keindonesiaan
berkembang . menutupi produk hukum yang pada kenyataannya berupa
pembakuan dan pelanggengan (budaya dan ideologi yang dominan).
Kemudian wacana perbaikan kedudukan perempuan berkembangkan
menutupi wacana yang masih bias patriarki. Ini semua dilakukan tidak lain
sebagai upaya perwujudan kestabilan nasional sebagai syarat pembangunan
ekonomi. Oleh karena itu sekali lagi wajar l-cebijakan terhadap perempuan
masih timpang gender karena ia terjebak atau bahkan diarahkan untuk tujuan
pembangunan, sementara pembangunan tidak pernah mempersoalkan keadilan

bagi perempuan.
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B. Saran-saran

Beberapa catatan yang bisa dijadikan perhatian dan pertimbangan

berhubungan dengan skripsi ini di antaranya:

1.

Agar selalu mengupayakan pembongkaran terhadap berbagai teks (agama)
baik klasik maupun modern. Hal demikian perlu mengingat teks (agama)
sebagai sebuah produk pemikiran tidak luput dari trial and error. Budaya,
tradisi dan 1deologi (dominan) yang melingkupinya harus disadari bisa
merupakan suatu yang mempengaruhinya. Bahkan dalam kondisi tertentu
tanpa disadari teks agama malah menjadi alat pelanggeng budaya, tradisi dan
ideologi tersebut. Hal tersebut akan membentuk penilaian tertentu terhadap
agama. Padahal agama juga punya pengaruh kuat dalam membentuk watak
dan moralitas suatu masyarakat.

Figh perempuan merupakan hal penting untuk selalu mendapat perhatian.
Karena hingga saat ini budaya patriarki begitu kuat mendominasi. Hal ini
tidak lain untuk mengoreksi pengaruh-pengaruh tradisi tersebut, agar keadilan

dan kesetaraan gender sebagai nilai fundamental agama bisa selalu terwujud.

. KHI (Kompilasi Hukum Islam} di Indonesia harus tidak luput dari koreksi,

Meskipun diakui banyak pihak KHI berusaha memperbaiki kedudukan
perempuan, akan tetapi yang harus lebih disadari adalah bahwa KHI
merupakan produk manusia yang lahir di tengah-tengah dominasi kekuasaan
(Orde Baru), ideologi dan tradisi yang bernuansa patriarkis.

Karena pada kenyataanya KHI memang tidak luput dari semua itu, maka agar

lebih bernuansakan nilai kesetaraan gender rekomendasi perevisian KHI



94

adalah suvatu keharusan. Sebagaimana berlaku pada produk hukum Islam

modern KHI harus juga berant melakukan beberapa hal

a. Melepaskan pemahaman yang literal terhadap teks agama menuju
pemahaman historis sebagaimana yang didengungkan KHI sendiri.

b. Penelitian terhadap karya-karya figh harus lebih meluas, tidak ada
dominasi suatu madzhab sehingga faglid (pembakuan) dapat dihindarkan.

¢. Metode kompromi harus dilakukan secara proporsional, tidak hanya
sekedar mengiyakan kekuasaan, budaya, ideologi dan tradisi yang ada,
sehingga tidak menghasilkan produk-produk hukum yang inkonsisten .
terthadap nilai-milai Islam. Metode komprom: harus lebih responsif
melakukan perubahan terhadap budaya yang tidak sesuai dengan nilai
fundamental Islam. Metode kompromi harus konsisten terhadap nilai-nilai
perjuangan Islam dengan melihat nilai kultur, sosial dan budaya yang ada.

d. Studi banding harus lebih dilakukan untuk tidak menghasilkan produk
hukum yang sama pada kultur geografis yang berbeda.

e. Kemampuan perempuan bharus diakui, keterlibatannya dalam proses
konseptualisasi hukum agar lebih adil sangatiah penting. Dominasi suatu
kepentingan harus ditiadakan.

Althamdulillah, demikianlah kiranya yang dapat penyusun sampaikan.
Menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna, maka besar harapan

unfuk selalu dapat saling mengoreksi, terima kasih, semoga bermanfaat.
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Lampiran 1 :

TERJEMAHAN

H

FN

TERIEMAHAN

16

39

BAB1

1 Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemadlaratannya

untuk dirinya sendirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan
memikul dosa orang lain.

17

40

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menjadikan kamu dari dirt yang satu dan dari padanya Allah
mencipatakan istrinya dan dari keduanya memperkembangbiakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak.

17

41

Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan ama! orang-orang
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena
scbagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

17

42

(Karena) bagi orahg laki-laki ada bahagian tersendiri dari pada apa

| yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bahagian tersendini

dari apa yang mereka usahakan.

18

47

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sabahagian

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian harta mereka.

18

48

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki di
antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki
dan dua orang perempuan dar saksi-saksi yang kamu ridhai.

18

49

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki
dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak
bahagian dua orang saudara perempuan.

19

50

Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka
(kawinilah) seorang saja.

66

L46

BAB III

Sunnah itu telah berlalu kecuali dibolehkannya kesaksian wanita
dalam hudud, bukan dalam pernikahan dan perceraian.
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BIOGRAFI
TOKOH DAN ULAMA

Ashgar Ali Engineer

Ia adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi
internasional. Dia sudah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi,
yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai negara.
Dia telah berpartisipasi dalam berbagai perakan perempuan muslim dan sangat
aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaruan
di komunitas Bohra. Salah satu buku karyanya yang secara jelas menunjukkan
konsennya terhadap hak-hak perempuan dalam Islam adalah The Right of Woman

in Islam, diterbitkan tahun 1992 di London dan buku ini sudah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia. |

Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH.

Bustanul Arifin dilahirkan di Pakayumbuh, Sumatera Barat pada tanggal
2 Juni 1929. Gelar Sarjana Hukum (SH) diperolehnya dari Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada Yogakarta pada 1940-1955 dan pada 22 Desember 1993
beliau mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari TAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Jabatan yang pernah diembannya antara lain: Hakim dan
Ketua Pengdilan Negeri Demak (1956-1958), Kefua Pengadilan Negeri Semarang
(1958-1960), Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang (1960-1966),
Ketua Pengadilan Tingi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di
Banjarmasin (1966-1968), Hakim Agung Mahkamah Agung RI (1968-1982) dan
Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Peradilan Agama pada tahun 1982-
1994, Ketika menjabat Ketua Muda inilah Bustanul dipercaya sebagai Ketua Tim
Perancang UUPA 1982 dan Ketua Proyek Kompilasi Hukumn Islam 1985.

Sementara itu, karier di bidang akademiknya adalah sebagai Lektor
Kepala dalam Mata Kuliah Hukum Islam Universitas Dipponegoro, Semarang
pada tahun 1957-1966, Pendiri dan Rektor pertama Universitas Sultan Agung
Semarang, Guru Besar Luar Biasa Fakultas Syari’ah IAIN Syarif Hidayatullah
Jakarta (1980-1994) dan Guru Besar Luar Biasa Pascasarjana IAIN yang sama
pada tahun 1995.

Karya-karya ilmiahnya antara lain : Pelembagaan Hukum Islam di -~
Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya; Eksistensi, Konsolidasi dan
Aktualisasi Pengadilan Agama; Kompilasi: Figh dalam Bahasa Undang-undang
dan sebagainya. Bustanul Arifin juga banyak menulis makalah untuk disajikan
dalam berbagai Seminar, baik di dalam maupun di luar negeri.
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Prof. Mr. Dr. Hazairin

Hazairin dilahirkan pada 28 November 1906 di Bukittinggi, Sumatera
Barat. Pendidikannya dimuali di HIS, Bengkulu tahun 1920. Melanjutkan ke
MULOQ, Padang tahun 1923. Setelah itu Hazairin masuk ke AMS di Bandung dan
selesai pada tahun 1927. Kemudian melanjutkan kuliah di RHS, Batavia, hingga
memperoleh gelar Mr (Master in De Rechten) pada 21 Agustus 1935. Gelar
doktornya diperoleh pada tahun 1936 dengan dissertasi De Redjang, yaitu Hukum
Adat Redjang.

Sumbangan pemikiran Hazairin yang terkenal antara lain adalah teori
Recetie Exit untuk meruntuhkan teori Receptie Snouck Hurgronje --yang
disebutnya sebagai “teori Iblis”, karena teori receptie ini mengajak umat Islam
untuk tidak menaati hukum-hukum agamanya sendiri. Pemikiran orisinal Hazairin
lainnya ialah mengenai Huwkum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan
Sunnah. Hazairin juga merupakan salah seorang yang ikut mengusulkan perlunya
“Madzhab Nasional/Indonesia”

Sebagai ilmuwan yang disegani, Hazairin mengabdikan ilmunya
dibanyak tempat, yaitu: Dosen Hukum Islam di Universitas Indonesia, Pendiri
sekaligus Rektor merangkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.
Pada tahun 1952, Hazairin diangkat sebagai Guru Besar dalam ilmu Hukum Adat
dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Majelis
Iimiah Islamiyah sekaligus Dewan Kurator IAIN Syarif Hidayatulllah Jakarta
tahun 1962-1975.

Hazairn meninggal dunia pada tanggal 11 November 1975 di Jakarta.
Diantara karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya ialah : De Redjang ( Dissertasi
Doktor 1936), Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Sunah,
Hukum Kewarisan dan Sistem Bilateral, Hukum Kekeluargaan Nasional, Hendak
Ke Manakah hukum Islam, Hukum Baru di Indonesia dan sebagainya.

Mansur Fakih

Ta lahir di Bojonegoro, Jawa timur. Memperoleh gelar sarjana teologi di IAIN
Syarif Hidayatullab Jakarta, serta gelar doktor pada Centre for Iniernational
Education University of Massachusetts USA. Pernah aktif sebagai tenaga
penyuluh lapangan pada program pengembangan industn kecil di LP3ES Jakarta.
Setelah itu aktif di Lembaga Studi Pembangunan (LSP), kemudian di Lembaga
“Pengembangan Usaha Kecil (LPUK), serta ikut merancang dan aktif di Sekolah
Tinggi Wiraswasta Dewantara. Di samping itu juga menjabat sebagai koordinator
Program Pendidikan dan Pengembangan di P3M. Ia juga sibuk sebagal peneliti,
konsultan serta fasilitator pelatnhan Pernah mengajar di [AIN Syanf Hidayatullah
dan Fakultas Teknik Ul Saat ini menjabat sebagai Country Representatif
OXFAM UK.Di antara buku karyanya adalah Menggeser Konsepsi gender dan
Transfirmasi Sosial dan Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan
Ideolfgi LSM Indonesia. Keduanya diterbitkan di Yoyakarta pada tahun 1996,
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Marzuki Wahid

Ia adalah seorang yang aktif dalam berbagai organisasi sosial sejak sebagai
mahasiswa. Kini ia aktif di PP Lakspedam-NU Jakarta, Klub Pengajian Bildung
Cirebon dan Staf peneliti pada /nstitute of Cultur and Religion Studies (INCReS)
Bandung. Selain itu sejak 1998 ia menjadi staf pengajar di JAIN Sunan Gunung
Djati bandung. Ia memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Kalijaga (1995), dan gelar sarjana strata dua pada IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta (1998), Saat ini tengah menyelesaikan program doktor pada
Program Pasca Sarjana JIAIN yang sama.

Masdar Farid Mas’udi

Ia lahir di Purwokerto Jawa Tengah. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas
Ushuluddin JATN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979). Pemnah menjadi wartawan
dari redaktur harian Jurnal Ekuin (1982-1983). Pada tahun 1988 mengikuti
Program Kunjungan Studi tentang Hubungan Agama dan Kehidupan Bemegara di
Amernika selama lima pekan. Bersama timnya merintis Forum Kajian Kitab
Kuning di kantor PBNU yang kemudian menjadi Koordinator Program Kajian dan
Pendidikan, merangkap sebagai Pimpinan Redaksi Jurnal Pemikiran Islam
PESANTREN pada P3M. Selain juga anggota Dewan Pengembangan Sumberdaya
Manusia (Lakspedam PBNU). Sejak terbentuknya ICMI tahun 1990, ia duduk
sebagai Ketua Bidang Kajian Pemikiran Keagamaan Aktif menulis di berbagai
mass media. Di antara buku karyanya adalah Agama Keadilan dan Islam dan Hak-
hak Reproduksi Perempuan.

Mohammed Arkoun

Ia lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Kabilia Aljazair. Setamat darni
sekolah SMA di kota Oran ia melanjutkan sekolah bahasa dan sastra Arab di
Universitas Aljir (1950-1954) sambil mengajar bahasa Arab pada sebuah SMA di
al-Harrach. Setelah Aljazair bebas dari kolomial Perancis_(1954-1962), ia
meneruskan kuliah di Prancis. Memperoleh gelar doktor oidang sastra dari
Universitas Sorbomne Paris.

Ketika menjadi mahasisiwa di Paris ia sempat bekerja sebagai agrege
bahasa dan kesusastraan Arab ‘di Paris. Pemah juga menjadi guru SMA di
Strasbourg, dan juga memberi kuliah di fakultas sastra Universitas Strasbourg
(1956-1959). Ia menjadi dosen di Universitas Sorbornne sejak tahun 1961 hingga
1969. Mengajar di Universitas Lyon. Kemudian menjadi guru besar Sejarah
Pemikiran Islam_di Universitas Sorbomne hingga sekarang. Sering memberi
ceramah di luar Perancis. Menjadi dosen tamu di beberapa universitas seperti
University of California in Los Angeles, Princeton University, Temple Umversity
(semua di USA), Lembaga Kepausan untuk studi Arab dan Islam di Roma, dan
Universitas Katolik Louvain-la-Neuve di Belgia, Universitas Kotapraja
Amsterdam, Pernah memberi kuliah di Rabat, Fez, Aljir, Tunis, Damaskus,
Beirut, Teheran, Berlin, Kolumbia dan Denver.
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Selain kuliah dia juga menjabat jabatan penting lain seperti sebagai
direktur jurnal ilmiah studi Islam Arabica, anggota Panitia Nasional (Perancis)
untuk Etika dan llmu Pengetahuan Kehidupan dan Kedokteran, anggota Majelis
Nasional untuk AIDS, anggota Legium Kehormatan Perancis dan belakangan
menjabat sebagai direktur Lambaga Kajian Islam dan Timur tengah pada
Universitas Sorbornne Nouvelle (Paris IIT).

Ia talah banyak menulis buku dan artikel yang kebanyakan ditulis dalam
bahasa Perancis di antara bukunya adalah; La pensee arabe (Pemikiran Arab),
Paris 1975; Qurvertures sur I’Islam (Catatan-catatan Pengantar untuk Memahami
Islam), Paris 1989, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ia tidak benyak menulis
karyanya dalam bahasa Inggris, karya yang berbahasa Inggris itu di antaranya
adalah Rethinking Islam Today, 1987. Secara garis besar karya-karyanya adalah
menitik beratkan pada persoalan pemikiran Islam, etika dan kemanusiaan,
kemasyarakatan, pecmahaman kitab suci serta kaitan Islam dan kemodernnan.

Prof. Dr. H. Mohammad Atho Mudzhar, MSPD

M. Atho Mudzhar dilahirtkan di Serang, Jawa Barat pada tanggal 20
Oktober 1948. Sejak tahun 1996 menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Sebelum menjadi Rekior, Atho Mudzhar meniti kariernya di
Departemen Agama R, bertugas di Badan Penelitian dan Pengembangan, sebagai
Sekretaris Menteri Agama tahun 1983. Pada tahun 1991-1994, menjabat Direktur
Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri Departemen
Agama, tahun 1994-1996, menjabat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi
Agama Islam Departemen Agama.

Pendidikannya dimulai dari SD dan Ibtidaiyah (1961), PGAN Serang
1861-1966 dan menyelesaikan studinya di Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, tahun 1967-1975. Mengikuti Program Pelatihan Ilmu-ilimu
Sosial di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang tabun 1977. Pada tabun 1978
melanjutkan studi ke Universitas of Queensland, Brisbane Australia dan
memperoleh gelar “Master of Social Planning and Development”. Sedangkan
gelar doktornya dalam /slamic Law di peroleh dari Universitas of California
Losangles, Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1990. Terakhir, beliau
dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Sosiologi hukum Islam dari Fakultas
Syari’ah JAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 15 September 1999.

Sebagai ilmuwan, Atho Mudzhar cukup produktif melontarkan gagasan-
gagasannya untuk mendukung pengembangan pemikiran dalam hukum Islam, di
Indonesia khususnya. Salah satunya adalah pengembangan metodologi studi
hukum Jslam melalui pendekatan sosiologi. Sejak tahun 1991-1996 mengajar
Pascasarjana IAIN Jakarta. Menjadi visiting scholar di ¥akultas Hukum Stanford
University, San Fransisco tahun 1993 membantu mengajar mata kuliah Law and
Society in Asia. Mengajar di Pascasarjana UMJ dan UMM dan sejak 1997
mengajar di Fakultas Syari’ah dan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Gagasan-gagasannya tersebar di berbagai penerbitan, baik berupa buku maupun
makalah ilmiah, diantaranya: Fatwa-fatwa MUI: Sebuah Studi tentang Pemikiran
Hukum Islam di Indonesia tahun 1975-1988, Pendekatan Studi Islam dan



Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, Socio-Historical

Approach to Islamic Law serta Persoalan Gender dan Dampaknya terhadap
Perkembangan Hukum Islam.

Moh. Mahfudz MD,

Ia Memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakuitas Hukum UII (1983), gelar
sarjana strata dua dan tiga pada Program Pasca Sarjana UGM (1989 dan 1993).

Ia adalah pernah menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Pasca Sarjana IAIN Sunan kalijaga dan Pasca Sarjana UGM. Pernah
juga menjabat sebagai Pembantu Rektor.1 Ull dan Direktur Pasca Sarjana UIL.
Sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Presiden
Abdurrahman Wahid. Di antara karyanya adalah Politik Hukum di Indonesia di
terbitkan di Yogyakarta pada tabun 1998.

Muhammad Yahya Harahap

Muhammad Yahya Harahap adalah Hakim Agung pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara tahun 1960.

Dalam proses penyusunan rancangan Kompilasi Hukum Islam, Yahya
Harahap merupakan salah seorang yang banyak terlibat. Kedudukannya sebagai
hakim agung dan pengalamannya di bidang hukum memberikan kontribusi yang
cukup signifikan dalam penyusunan hukum-hukum Islam menjadi kaidah-kaidah
hukum yang aktual dan praktis.

Beliau banyak menulis buku, khususnya bidang hukum, antara lain:
Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Hukum Perkawinan Nasional (1975),
Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia (1977), Segi-segi Hukum Perjanjian
(1982), Permasalahan, Pembahasan dan Penerapan KUHP (1985),
Ruanglingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (1988), Permasalahan dan
Penerapan Sita Jaminan (1990), dan Kedudukan, Kewenangan dan Acara
Peradilan Agama: UU Nomor 7 Tahun 1999 (1990). Di samping itu, ia aktif
menulis makalah tentang hukum Islam, hukum adat dan hukum acara pidana
untuk berbagai seminar dan simposium.

Rumadi

Ia semenjak mahasiswa dikenal aktif di berbagai organisasi sosial. Aktif menulis
artikel di berbagai mass media. Saat ini aktif di Institute for Study and
Advancement of Civil Society (ISACS) dan juga menjabat sebagai redaktur jurnal
Taswirul Afkar Lakspedam NU. Sejak tahun 1997 menjabat sebagai staf pengajar
di STAIN Bengkulula memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang (1995), kemudian gelar sarjana strata dua di
TAIN Imam Bonjol Padang dan saat ini sedang menyelesaikan program doktor di
TAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
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